PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN 1 BARAT
NOMOR |2 TAHUN 2021
TENTANG R
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA R
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA o
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH AESA R
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT’,‘i L

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayd:t (1)3 o
Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2016??'.":'_:_ e
sebagaimana telah diubah dengan Pera‘turan Pemei m’r:ah}: _7_':
Nomor 72 Tahun 2020 - tentang Peruba.han Atas"--"_’_-'}f
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ‘tentang
Perangkat Daerah mengamanaﬂian bahwa Permlgkatf
Daerah yang pelaksanaan tugas: da,n fungsmya ‘celah i e
dapat dilaksanakan oleh kelompok jabaia,n fungsmnal e
menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya =~
telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan'._}f:”
fungsional; : R G

b. bahwa berdasarkan keterziuan Pasal 3 ayat ( ) humf b o
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparamr Negaza dan'
Reformasi B1rokras1 Nomor 17 Tahun 2021 ‘Lem:an
Penyetaraan  Jabatan Admmistrasz ke Jabatan
Fungsional, mengamanaﬂ(an bahwa penyetaraan jabatanf;
dilakukan pada instansi Daerah; : : ' |

c. bahwa dalam rangka - mewugudkan bﬁ‘DkiaSl yemgf:""" e
dinamis dan profesional - sebaga; upaya pemngkataﬂ’} _
efektivitas dan efisiensi -~ guna menéukung kmel}a; e
pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan’
birokrasi melalui penyetaraan jabatan admmlsiram ke S
dalaznjabatanfmagszonai S SR

d. bahwa  berdasarkan peltimbaﬂgan sebagmma;nafff_f} e
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hurui ¢, maka
perlu  menetapkan Per aturan Gubemur tentangi}:-__..
Kedudukan, Susunan Orgamsasz, ’I‘ugas dan Fungsz,;f;_i.ﬂ_
serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan-‘_ 2
Desa Provinsi Kalimantan Baza‘t : e
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Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5360);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494};

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Tndonesia Nomor 5587} sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomeor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
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9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  ~ -
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang ~
Penyetaraan -Jabatan  Administrasi Ke' Dalam Jabdtan: =~
Fungsional (Berita Negara Repubhk lndonema Tahun"'}
2021 Nomor 525); | . AT

10. Peraturan Menteri. Pendayagunaan Aparatur Nevara daﬁ--_ ot
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang = =
Penyederhanaan Struktur Orgamsasz ‘pada IlistanSIf-:_'.'__'.f:'-_-_"-:" -
Pemerintah lii‘ltuk Penyederhanaan Bn‘okrasz EanE

11. Peraturan Daerah Nomor 8 'I‘ahuﬁ 2016 temtang.;'_ e
Pembentikan dan Susunan Perangkat Daerah Provmszf'f"_ £
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah PI‘OVIHSl Kahmantan’ HE g
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Damah’-ﬁ_-'"_ St e
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagalmaﬂa telah oo
diubah beberapa kali dan terakhir . dengan”. Peratma.n". S
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua - R
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang =
Pembentukan'dan" Sustnhan’ Pe;.anakat Daerah Provinsi == .
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi: Kal;m&ntanff o
Barat Tahun 2021 Nomor:5, ’I‘ambahan Lembaran }Dael ah hhan
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); SRS T e

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ~ : PERATURAN GUBERNUR ~ TENTANG KEDUDUKANiﬁqufT
SUSUNAN ORGANISAST, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT. S

_BABT.
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang diﬁlakéud."den'géﬁ (.

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. - L e SR

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pememntah&m oleh;i'
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ‘menurut asas}’:j:
otoniomi dan tugas pembantuan. dengan prinsip. otonoma seluaswluasnva': S
dalam sistem dan @ prinsip Negara Kesatuan - Repubhk Indonesia
sebagaimana d1maksud dalam Undang—Undang Dasar Negam Repubhk.f,-_ﬁ__'g_
Indonesia Tahun 1945. e T R e

3. Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebaaeu unsur penyeien gara
Pemerintahan Daerah yang memlmpm peiakssmaan urusan pemelmtahanq_;”_”
yang menjadi kewenangan Provmm Kahmantan Barat ' S ET

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat,

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan :'B"ara{; Cha
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20.

21,

22.

23.

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan’_ﬁ_i'_" o

w b

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas _hidup dan - -

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan u’ﬁamay L
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan o
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan Jasa o

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa vang dapat dn'u}_m

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan baraﬁg yarlg g R

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kel{ayaan asli Desa, e L

dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II
KEDUDUEKAN

Pasal 2

bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan - |
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di |
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai ketentuan peraturem .

BAB I1I
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dmas :
menyelenggarakan fungsi :

a.
b.

perumusan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat _daﬁ des’.a;' L

perumusan kebijakan di bidang pemerintahan desa, ‘penatasn ‘dan .

kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan més’yaralgé,t desa;

pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa,. penataan - daﬁ
kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan- desa,-' o
penataan dan kerjasama desa, serta pembangunan dan’ pemberdayaaﬂ S

masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pemerintahan desé_-zi_' -
penataan dan kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaem_

masyarakat desa;
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f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan delsa, i
penataan dan kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa;

g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Insta1131 .
Pemerintah (SAKIP}, dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan

i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh' -

Gubernur di bidang pemberdayaan masvarakat dan desa sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
Kepala Dinas;
Sekretariat;
Bidang Pemerintahan Desa;

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

a
b
c
d. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa;
e
f.  Unit Pelaksana Teknis; dan

g

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. |

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,
mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina,
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan | kegiatan -

dinas di bidang pemerintahan desa, penataan dan kerjasama desa, serta

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal 7
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, praja'-l-
Dinas mempunyai fungsi : |
a. penetapan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

b. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan desa, penataan dan . -
kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;: - N
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c. penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan desa, penataan dan
kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang pemerintahan desa,
penataan dan kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa;

e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pemerintahan desa,
penataan dan kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa;

f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi,
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan
publik di lingkungan Dinas;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di

bidang pemerintahan desa, penataan dan kerjasama desa, serta
pembangunan dan pemberdayaan masvarakat desa;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan
perumusan kebijakan di bidang pemerintahan desa, penataan dan
kerjasama desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
desa; dan

J. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuzn
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin :

oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyal tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di
bidang rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan

evaluasi, umum dan administrasi kepegawaian serta bertanggung;awabi '

memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan admmzstra51 di
lingkungan Dinas.

"~ Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretarlat
mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, -
keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, serta umum dan aparatur; -

AT DAERAN
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(2}

Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset Sebagaimana dzmaksud dalam S
Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpui dan mengolah bahan_y
kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan ‘dan - aset o .;
monitoring dan evaluasi, serta mengendahkan pelaksanaan kegmtan sesual St

-8

penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, keuangan =~
dan aset, monitoring dan evaluasi, serta umum dan aparatur di Imﬂkungm'_t AR

Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -

pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, keuanga:n dan asaet RS

monitoring dan evaluasi, serta umum dan aparatur; R
pemberian dukungan pelayanan administrasi di bldamg rencana kelja 5

pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, serta umum dan -

aparatur di lingkungan Dinas;

penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di. hngkungan -
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; :

pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;: Sistem Als.untablh'tas' TR
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di Imgkungan o

Dinas;

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan furngsi- dl hngkungan :

sekretariat;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dmas be&*keﬂaan'_-}_-

dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhaciap peiaksemaan- i
tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan o

pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang dzserahkan oleh'.'_-'_'."j:.'f" |

Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang~undangam -

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, :memba{vahf S |
a. Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset; dan
b. Sub Bagian Umum dan Aparatur.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masmg—~masmg dlpimpll’i . S
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di- bawah dan R

bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Sub

Pasal 13

Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset mempunyai fungm

a.
b.

penyusunan reficana kerja Sub Bagian Rencana Ke:ija Ixeuangan dan Aset . L

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan keb:gakan d1 bzdang_--_f”_; :: i
penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset, serta momtmmg da.n

evaluasi di lingkungan Dinas;
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Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 .ayat .

-0~

pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan
aset, serta monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
Iingkungan Sekretariat;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di
bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset, serta monitoring
dan evaluasi,

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub
Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset;

pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan -

tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan aset,
serta monitoring dan evaluasi;

pelaksanaan muonitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, -
keuangan dan aset, serta monitoring dan evaluasi; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan
dan aset, serta monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 14

(1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di

bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan keglatan S@sua:i--

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub
Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan dl bidang ; .

umum dan aparatur di lingkungan dinas;

pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas da’ﬁ ~fungsi di '-
lingkungan sekretariat;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi ch b1dang
umum dan aparatur; '

pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai k‘etentuan .
peraturan perundang-undangan;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Su“b
Bagian Umum dan Aparatur; :

pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan-'
tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; :

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap :
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan -

pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan

oleh sekretaris.

KARG
HUKUM

.
NS RUFS Bt Ty
ie - g’

AGIHTEN 1 BERDA




-10 -

Bagian Kelima

Bidang Pemerintahan Desa
Pasal 16

Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf ¢, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi
perkembangan desa dan kelurahan, aparatur pemerintahan desa, keuangan
dan aset desa, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan
dan administrasi di bidang pemerintahan desa.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang
Pemerintahan Desa mempunyai fungsi

a. penyusunan program kerja Bidang Pemerintahan Desa;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan
dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, aparatur pemerintahan
desa, serta keuangan dan aset desa;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan
evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, aparatur pemerintahan desa,
serta keuangan dan aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di
bidang perencanaan dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan,
aparatur pemerintahan desa, serta keuangan dan aset desa sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
perencanaan dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, aparatur
pemerintahan desa, serta keuangan dan aset desa;

f.  pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang perencanaan dan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan,
aparatur pemerintahan desa, serta keuangan dan aset desa sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan evaluasi perkembangan desa
dan kelurahan, aparatur pemerintahan desa, serta keuangan dan aset
desa;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan evaluasi
perkembangan desa dan kelurahan, aparatur pemerintahan desa, serta
keuangan dan aset desa; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang
pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Keenam
Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Pasal 19

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah.

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan' -
dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penataan desa, kerjasama desa’

dan kawasan perdesaan, kelemhbagaan, sarana dan prasarana pelayanan

pemerintahan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan :

dan administrasi di bidang penataan dan kerjasama desa.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Bldang- -

Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja Bidang Penataan dan Kerjasama De‘saf,'
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penaiaaﬂ

desa, kerjasama desa dan kawasan perdesaan, kelembagaan, sarana dan :

prasarana pelayanan pemerintahan;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di  bidang penataa;n de:sa,”” :
kerjasama desa dan kawasan perdesaan, kelembagaan, sarana dan .
prasarana pelayanan pemerintahan sesuai ketentuan - peraturan

perundang-undangan;

d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pememmah daerah di
bidang penataan desa, kerjasama desa dan kawasan perc’iesaan,_
kelembagaan, sarana dan prasarana pelayanan pemermtahan sesuai -

ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. di buiangﬁ
penataan desa, kerjasama desa dan kawasan perdesaan, kelembagaan :

sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan;

f.  pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan - fungm ch ke

bidang penataan desa, kerjasama desa dan kawasan perdesaan -
kelembagaan, sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan sesuaz

ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksamaan- .
tugas dan fungsi di bidang penataan desa, kerjasama desa dan kawasan

perdesaan, kelembagaan, sarana dan prasarana pelayanan pemermtahan

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala - Dinas berkenaan: =
dengan tugas dan fungsi di bidang penataan desa, kerjasama desa dan
kawasan perdesaan, kelembagaan, sarana dan prasaraﬁa' pelayan'aﬂ‘._

pemerintahan; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di b1dang

penataan dan kerjasama desa sesuai ketentuan peraturan pelandang—.'- e

undangan.
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Bagian Ketujuh
Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pasal 22

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana g
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bzdang' R
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; :

Pasal 23

Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyaz tug&s S
menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan peiaksanaan-_}:'_' e
kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa, = -

pembangunan dan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekornomi, sumber:';

daya alam dan teknologi tepat guna, serta bertanggung}awab memimpin- _
seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pembanginan dan'_ o

pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pa%ai 235 Bidangﬁ

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunym fungs:t

a. penyusunan program kerja Bidang Pembangunan dan - Pemberdayaan : o

Masyarakat Desa;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan telaﬁis di" b'idé,ng .. '
pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa, pembangunan dan
pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi, sumber daya alam dam'_- e

teknologi tepat guna;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bzdang pemberdayaan o

masyarakat dan lembaga desa, pembangunan dan pelayamm sc)sml dasar f s

pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan teknolog1 tepat gUnaﬂ R

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; _
d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemermtah daer‘ah di

bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa; pembangunan dan i '_
pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan

teknologi tepat guna sesuai ketentuan peraturan perundamg-undangan

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. di bldarm_f’__'_-'

pemberdayaan masyarakat dan Ilembaga desa, pembangunan ‘dan

pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan o P

teknologi tepat guna;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungs1 61-;_ _ ._
bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa, pembangunan da.n B

pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi, sumber daya alaim dan-:_
teknologi tepat guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
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pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa,
pembangunan dan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi,
sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan

lembaga desa, pembangunan dan pelayanan sosial dasar, pengembangan o

ekonomi, sumber daya alam dan teknologi tepat guna; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 25

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf { dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operaszonal -
atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 26

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

Bagian Kesembilan
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 -

ayat (1) huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan. =~

pelayanan teknis fungsional.

Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan -
sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian
terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) .
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada
Pejabat Administrator.

AR PFERANGEAT DARRAH
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Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah vang dilakukan penyetaraan
dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator
Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang
dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang
ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan
Fungsional. o

Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta -

pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui

penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertangsung jawab .

secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat -
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keteikaitan ‘dengan
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -
memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan

keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan peérundang-- -

undangan.

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik
kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan - jabatan

diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduli .

sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan  pératuran

perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan  Penyetaraan

Jabatan.

Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki dis’etal'aléan':
dengan kelas Jabatan Administrasi yvang diduduki sebelumnya sampai
dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimalsud

pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan
Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

ABIHTEN 1 BIHEA
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BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasgal 30

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN =~

yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan pemndang-'. o
undangan, s

{2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai 'ASN o
yang memenuhi persyaratan sesual ketentuan peraturan perundzmg—-_
undangan. S

(3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas m&mperhaﬁkan syarat..
dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang ~undangan.

(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi _.

Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan' SRR

peraturan perundang-undangan.

(5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ket@ntuan__”'

peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan me}aksanahan'

mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang

tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenal_
penyederhanaan birokrasi berlaku. e

(2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiataﬂ sebagalmaﬂaf- | R
dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan“_'f e
yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi prataima Sesual dengan.’.-_

ketentuan peraturan perundang-undangan. R
(3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebag&amanaf

dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima i

persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangl{at setmgkat'.

lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, - AT |
yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas” pokok dan SR

pengembangan profesi.
BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 32

(1) Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, =

mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk ker}a kepacia: _
bawahannya.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Admmlstrasx dan Pejabat |

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 1ntegras1 da_n_, -
sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah ': -
lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. -

ABIETER I BEXDA
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Kepala Dinas dan seluruh Pejabat wajib melaksanakan fungsi peﬁg&mgéﬁ |
di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan

untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Bagian Kedua
Laporan

Pasal 33

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan
memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
perihal kebijakan yang ditetapkan.

Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya
bersurmber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh
Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang
organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan
organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan
pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat
Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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BAB VIH
KETENTUAN PERALZ{HAN
B _-_Pasal 36

Pada saat Peraturan Gu'bel*ﬁui ini mulal berlaku Pegawaz ASN yang
melaksanakan tugas pada Dmas tetap meiaksanakan mgasnya' 'sepanjang
belum ada penugasan yang bar u d:arl Pejabat Pembma Kepegawaxal

| BAB IX _
I&ETENTUAN PENUTUP

Pasal 3’?‘ o

Pada saat Peraturan (}ubemur 11’11 ‘mulai ’beﬂaku, Peratura’_ Gubemm Normo:

29 Tahun 2021 tentang Keduduka,n Susunan Organzsasa ""Tugas an _ung;s1

Nomor 59), dicabut dan dmyatakan tzdak beﬁaku
' Pasai 38

Peraturan Gubernur ini mulai beﬂa}.{u pada iaﬁggai dmndangkan_

Agar setiap orang mengetahmnya, memerm‘i:ahkan @enwundaﬂgan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya daiam Benta Daerah Provms
Kalimantan Barat. . =

Dltetapkan di Pont"' tzak
pada tanggal : :
?y GUBERNUR KALEMANTAN BARAT

Diundangkan di Ponﬁ&mak _ :
pada tanggal 15 Suvi Pesty o

SEKRETARIS DAERAH =
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

-

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR
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